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TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

ood.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Daftar lsian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terselenggaranya tertib administrasi
pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas
Femilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Kepala Sekretariat Badan FPengawas Pemilhan Umum  Kabupaten
Sidoarjo perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa
Fengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sidoarjo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat FPembuat
Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara
{Lembaga Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Homor 47, Tambahan
Lembaran Hegara Republik Indonesia Homor 4286);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaga Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor & Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4355);

Undang-Undang Homor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Megara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Homor 66, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 44007;

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
{Lembaran HNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Homor 182,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia MNomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Homor 7 Tahun 2023
tentang Fenetapan Feraturan Pemerintah Fengganti UndangUndang
Homor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Homor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi  Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Homor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6863);

Feraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan {Lembaran Megara Republik Indonesia Indonesia Tahun
2010 Momor 123, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Homor 51685);

Peraturan Pemerintah Momor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara {Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2013 Homor 103, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 50 tahun 2018 tentang
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Momor 45 Tahun 2013 tentang
Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara
{Lembaran HMegara Republik Indonesia Tahun 2018 Homor 229,
Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia Homor 62677;

f. Peraturan Pemerintah Momor 2F Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milk HMegara/Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2019 Homor 92, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Feraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2020 HNomor 142, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Homor 6523);

8 Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018 {tentang Pengadaan
Barang/Jaza Pemerintah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Momor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Momor 63);

8 Peraturan Presiden Homor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Crganisasi, dan Tata Kerja Selretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2018 Homor 141);

10. Peraturan Menteri Keuangan HNomor 113/PMK.092012 tentang
Perjalanan Dinas Calam MNegeri Bagi Pejabat Megara, Pegawai Megeri,
dan Pegawai Tidak Tetap {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Momor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Momor 113PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Megern Bagi Pejabat Megara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Momor 907);

11. Peraturan Menteri Keuangan HNomor 162/PMK. 052013 tentang
Kedudukan dan Tanggung .awab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Homor 13501 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Momor 230/PMEK. 052016 tentang
Ferubahan atas Peraturan MMenteri Keuangan Momor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Fengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 2149);

12. Peraturan Menteri Keuangan Homor S%PMK.0S2017  tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 990);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/FPMK.05/2017 tentang Tata Cara
Fembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara
Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
20117 Nomor 1475);

14. Peraturan Menteri Keuangan Momor 182/PMEK.05/2017 tentang Rekening
Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga {Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2017 Momor 1727);

15 Peraturan Menteri Keuangan Homor 183/PMK 052019 tentang
Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Megara/Lembaga
{Berita Megara Republik Indonesia Tahun 20119 Momor 15497;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Homor 32 Tahun 2025
Tentang Standar Biaya lMasukan Tahun Anggaran 2026;

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum MNomor 1 Tahun 2021
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

tentang Crganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita
MHegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41173;

18 Peraturan Menteri Keuangan Momor 62 Tahun 2023 Tentang
FPerencanaan Anggaran, Pelaksanaan #Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2023
Homor 472);

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Momor PerZ2/PBE/2M3
tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
MHegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Megeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Momor Per-3/PB/2014
Tentang Petunjuk Teknis FPenatausahaan, Fembukuan,
FPertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara;

21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum MNomor
S/KU 01 _00/K A /0172025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
Can Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2026 Momor : SP CDIPA- 115.01.2.419658/2026;

23. Sertifikat Pejabat Fembuat Komitmen Negara Tersertifikasi (PNT) Komor:
PHNT-GFO30M62710:2022 a.n. Anditya Sentana Maulana, 5.5i., M.,

MEMUTUSKAN

KEFUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA FPENGGUMNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAM  UMUN  KABUPATEM
S0CARJC TENTANG PEMUMJUKAN DAM PEMGAMGKATAM PEJABAT
FEMBUAT KOMITMEMN FADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAM
FEMNGAWAS PEMILIHAN UMUN  KABUFATEM SIDCARJC  TAHUM
ANGGARAN 2026.

MMenunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
2026 atas nama:

Nama : Anditya Sentana Maulana, S.5i., M.M.
NIP : 19881028 2015603 1 005

Golongan :lll/d

Pangkat : Penata Tingkat |

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana pada dimaksud dalam diktum
PERTAMA, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana;
2. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
3 Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan
Penyediz;
[Melaksanakan kegiatan Swakelola;
lMemberitahukan kepada Kuasa BUM atas  perjanjian  yang
dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara,
8 Membuat dan menandatangani SPFP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPF;

o
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- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA
dengan berita acara penyerahan;

11. Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;

12. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;

13. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan

14. Melaksanakan tugas dan wewenag lainnya yang berkaitan dengan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Daftar lIsian Pelaksanaan Anggaran (CIPA) Badan
Pengawas Femilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemiilihan
Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

4 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo.

5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
6. Yang bersangkutan;,

7. Pertinggal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,

ANDITYA SENTANA MAULANA, 5.5i., M.M.
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